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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor :  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

perad i l an  t i ngka t  per tama  dalam  perkara  per lawanan  dengan  

acara  s ingka t ,  te l ah  menja tuhkan  putusannya  sebaga i  

ber i ku t ,  da lam   perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CV.  MARGO KARYO MULYO,  Badan Hukum Indones ia ,  Bera lamat  di  

J l .  Zaina l  Bhakt i  No.  1869  Curup,  da lam hal  

in i  d iwak i l i  o leh  Di rek tu rnya :  IDHAM CHOLID,  

HK. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Swasta ,  tempat  t i ngga l   J l .   Zaina l    Bhakt i  

No.   1869,  

Curup; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

                                Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  

…………………..…PELAWAN;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  MELAWAN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POKJA PANITIA  PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA 

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN REJANG LEBONG,  Tempat  kedudukan  

Ja lan  Raya  Termina l  Induk  Simpang  Nangka;  

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  ………………..

….TERLAWAN;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  1 dar i  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bengku lu  Nomor:  10/G/2011 /PTUN- BKL  tangga l  13  

Oktober  2011  ten tang  Penetapan   Dismissa l  

Proses ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bengku lu  Nomor  :  10/Pen.PLW/2011/PTUN- BKL tangga l  03  

November  2011  ten tang   Penun jukkan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

10/Pen- HS.PLW/2011/PTUN- BKL tangga l  7 November  2011 ten tang  

Har i  Sidang;   - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  sura t  dan  

berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  saks i - saks i  d i  

pers i dangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  dan  pengakuan  kedua  belah  

pihak  yang  berperka ra  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG DUDUKNYA 

PERKARA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pelawan  te l ah  mengajukan  gugatan  

per lawanan  te r t angga l  25  Oktober  2011  yang  d i t e r ima  dan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  pada  tangga l  25  Oktober  2011  dalam  reg i s t e r  

perkara  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL,  dengan  mengemukakan  

alasan- a lasan  se lengkapnya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Pelawan  te l ah  mengajukan  gugatan  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  yang  te l ah  

di t e t apkan  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  pada  tangga l  21  September  2011  di  bawah 

reg i s t e r  Nomor  :  10/G/2011 /PTUN-

BKL; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  adala h Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  oleh  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  berupa  Penunjukan  Pemenang  Lelang  

sebaga imana disebu tkan  dalam gugatan  semula ; - - - - - - - - -

3. Bahwa  Pelawan  (dahu lu  Penggugat )  te l ah  mengajukan  

tanggapan  yang  dimin ta  oleh  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Bengku lu  dengan  Sura t  Tanggapan  

te r t angga l  10  Oktober  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Keputusan  yang  dike lua rkan  oleh  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  te rsebu t  

te lah  memenuhi  keten tuan  Pasal  53  ayat  (1 )  dan  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  

diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  

te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  

dengan  Penetapan  Nomor  :  10/G/2011 /PTUN- BKL 

te r t angga l  13  Oktober  2011  te lah  menyatakan  bahwa 

gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ,  dengan  

per t imbangan  sebaga imana  te rcan tum  dalam  te rsebu t  

(ob jek  per lawanan)  penetapan  

te r l amp i r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  Pelawan  t i dak  sependapat  dengan  per t imbangan  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  Penetapan  Ketua  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  3 dar i  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  te rsebu t  o leh  

karena  menuru t  hemat  Pelawan  proses  pemenang  le l ang  

di  maksud  te l ah  memenuhi  keten tuan  Pasa l  1  ayat  (3 )  

ya i t u  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Bers i f a t  Konkr i t ,  

Ind i v i dua l  dan  Fina l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  badan hukum perda ta ; - - -

7. Bahwa  untuk  menguj i  sahnya  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  i t u  apab i l a  memenuhi  syara t  kewenangan,  syara t  

prosedur  dan  syara t  substans i  dan  syara t - syara t  

te rsebu t  in i  harus  mengacu kepada  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik ,  maka  sebaga imana  yang  te l ah  Pelawan  

kemukakan  dalam  gugatan  semula  bahwa  Tergugat  te l ah  

melanggar  pera tu ran  peru ndang- undangan  dan  Azas- Azas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  dan  hal  i t u  t i dak  

dipe r t imbangkan  dalam  Penetapan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa proses  penun jukkan  pelaksanaan  dimaksud  ada lah  

proses  admin is t r a s i  yang  sudah  bers i f a t  f i na l  dan  

masih  bersya ra t  sep ihak  ar t i n ya  hanya  pan i t i a l a h  yang  

berhak  menunjuk  pemenang le l ang  tanpa  ada kesepakatan  

dengan  pihak  peser ta  le l ang ,  sedangkan  dalam 

per jan j i a n  pemborongan  sudah  ada  kesepaka tan  anta ra  

kedua  be lah  pihak  untuk  mematuh i  kewaj i ban  dan haknya  

ar t i n ya  harus  memenuhi  keten tuan - keten tuan  dalam 

hukum  per j an j i a n  atau  

per i ka tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  apab i l a  sengketa  a  quo  d iguga t  d i  Pengad i l an  

Neger i ,  maka  akan  di  to lak  dengan  alasan  bukan  

kewenangan  Pengad i l an  Neger i ,  menginga t  bahwa  objek  

sengketa  adalah  proses  admin is t r a s i  yang  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  be lum  te r j ad i  suatu  

Per jan j i a n /Pe mborongan  sebaga imana  disya ra t kan  dalam 

suatu  Per jan j i a n /Pe r i k a t an  dengan  demik ian  maka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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kemana  lag i  Pelawan  akan  mencar i  

kead i l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  berbaga i  a lasan  dalam gugatan  Per lawanan  

in i ,  se lan ju t nya  Pelawan  mohon  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Pelawan  sebaga i  Pelawan   yang  

benar ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bengku lu  Nomor  :  10/G/2011 /PTUN- BKL 

te r t angga l  13 September  2011; - - - - -

3. Menyatakan  pemer iksaan  a  quo  di l an j u t k an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Per lawanan  Pelawan  

te rsebu t ,  Ter lawan  te lah  mengajukan  tanggapan  te r t u l i s  

te r t angga l  17  November  2011,  yang  is i nya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

1. Bahwa gugatan  per lawanan   saudara  Idham Chol i d  se laku  

Di rek tu r  CV.  Margo  Karyo  Mulyo  te rhadap  Penetapan  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  Nomor  :  

10/G.PLW/2011/PTUN- BKL  tangga l  13  Oktober  2011  

t i dak l ah   benar ,  karena   Penetapan     yang    te l ah  

dike lua rkan  benar - benar  te lah  berdasarkan  dengan  

keten tuan   perundang- undangan   Perad i l an   Tata  Usaha 

Negara  ser ta  keten tuan  hukum  la i nnya  yang  te rka i t ,  

khususnya  Pasal   2   huru f  (a )  dan  Pasa l  62  huru f  (a )  

Undang- undang  Nomor  :  5  tahun  1986  Dan  Pera tu ran  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  54  Tahun  2010  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  5 dar i  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Tentang  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemer in tah ,  Bagian  

Tiga  Pengaduan  Pasal  

117; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Gugatan  Per lawanan  Saudara   Idham Chol i d  se laku  

Di rek tu r  CV.  Margo   Karyo   Mulyo  te r t angga l  25 Oktober  

2011  Poi t  7  ( tu j uh )  dan  8  (de lapan)    ura ian  

te r l amp i r .  In i  menunjukan  bahwa  Saudara  Idham Chol i d  

se laku   Di rek tu r   CV.  Margo  Karyo  Mulyo ,  t i dak  

memahami  dan  sa lah  mengar t i k an  prosedur  ser ta  

mekanisme  tahapan  /  jadwa l  pe le l angan   dengan   cara  

pasca    Kual i f i k a s i  yang  sudah  dia tu r  da lam Pera tu ran  

Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor:   54  Tahun  2010.  

Penandatanganan  penetapan  oleh  sekre ta r i s  dan  anggota  

t i dak  menyalah i    atu ran   sebaga imana  d i j e l a s kan  da lam 

lampi ran  I I I  Pera tu ran  Pres iden   Republ i k    Indones ia  

Nomor:  54  Tahun  2010  Huru f  .B .1  huru f . i .    ten tang  

pembuatan    ber i t a    acara    has i l    pe le l angan   angka  

1 (  d i t anda tangan i   o leh   pa l i ng   kurang  seperdua  dar i  

jumlah  anggota   Pokja  LP  ) ,  Pembukt i an  kua l i f i k a s i  

yang  di l akukan  pan i t i a  adalah  da lam  rangka    mel iha t  

keas l i an    dokumen  dan  bukan  merupakan  dasar  untuk  

menetapkan   pemenang,  Proses    admin is t r a s i    da lam 

pele langan  belum f i na l  karena  masih  ada  tahap  –  tahap  

la i n  yang  harus  di l akukan  dan  benar  hanya  pani t i a  

le l ang  yang  berhak  menetapkan  penyed ia  Barang/ j asa  

sesua i  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia   Nomor:  

54  Tahun  2010  Pasa l  17  ayat  (2 )  Tugas  Pokok  dan  

Kewenangan  ULP/Pe jaba t  

Pengadaan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  Pihak  Pelawan  mengajukan  Repl i k  

atas  Tanggapan  Ter tu l i s     p ihak     Ter lawan     pada  

pers i dangan   te r t angga l  22  November  2011,  yang   pada  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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pokoknya  te tap  pada  dal i l - da l i l  gugatan  

per lawanannya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  p ihak  Pelawan,  p ihak  

Ter lawan  te l ah  mengajukan  Dupl i k  secara  l i san   pada  

pers i dangan  te r t angga l  22  November  2011  yang  pada  pokoknya  

te tap  pada dal i l - da l i l  tanggapannya  semula : - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa untuk  memperkuat  da l i l - da l i l  gugatan  

per lawanannya,  Pihak  Pelawan  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

berupa  fo tocopy  sura t  yang  te lah  dicocokkan  dengan as l i nya ,  

te lah  dibe r i  matera i  cukup  dan  dibe r i t a nda  P- 1  sampai  

dengan  P- 4  (  kecua l i  bukt i  P- 3)  yang  merupakan  fo tocopy  

dar i  scan  pr in t e r  berwarna  adalah  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- P- 1 : Sura t  dar i  Pok ja  Pani t i a  Pengadaan  Barang  Dan 

Jasa  Pemer in tah  Pada  Dinas  Perhubungan  

Komunikas i  Dan  In fo rmat i k a  Kabupaten  Rejang  

Lebong  yang  di tu j u kan  kepada  Pimpinan  CV.  

Margo  Karyo  Mulyo  Nomor:  

16/PPPBJ/Dis .HKF.2011  te r t angga l  04  Agustus  

2011  Per iha l  Undangan  Pembukt i an  Kual i f i k a s i  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- P- 2 : Foto  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- P- 3 : Rencana  Umum Pengadaan  Barang/Jasa  te r t angga l  

5  Ju l i  2011  yang  dike lua r kan  oleh  Kepala  

Dinas  Perhubungan  Komunikas i  dan  In fo rmat i ka  

Kabupaten  Rejang  Lebong  se laku  Pengguna  

Anggaran  ( fo t ocopy  dar i  scan  pr in t e r  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  7 dar i  22 
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berwarna) ; - - - - -

- P- 4 : Tanda  te r ima  sura t  Nomor:  002/MKM-Png/ IX /2011  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  da l i l - da l i l  

sangka lannya ,  p ihak  Ter lawan   te lah    mengajukan   bukt i -

bukt i  berupa  fo tocopy  sura t  yang  te l ah  d icocokkan  dengan  

as l i nya ,  te lah  dibe r i  matera i   cukup  dan  d ibe r i t a nda  T- 1 

sampai  dengan  T- 4  (kecua l i  buk t i  T- 1  dan  T- 3)  yang  

merupakan  fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ada lah  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

- T- 1 : Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor:  

54  Tahun  2010  ten tang  ten tang  Pengadaan  

Barang  dan  Jasa  Pemer in tah  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- T-

2.A.

: Sura t  dar i  Waki l  Di rek tu r  CV.  Ivan  Put ra  

yang  di t u j u kan  kepada  Pok ja  Pani t i a  

Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Program 

Pengenda l i an  dan  Pengamanan  Lalu  L in tas  

Kegia tan  Pengadaan  Rambu  Lalu  l i n t a s  dan  

Marka  Ja lan  Tahun  Anggaran  2011  Nomor:  

23/Cv . IP /CRP/VI / 2011  tangga l  19  Ju l i  2011  

Per iha l  Penawaran  Paket  Peker j aan  Pengadaan  

dan  Pemasangan  Rambu- Rambu  Lalu  Lin tas ,  

Marka  Ja lan ,  Zebra  Cross  dan  Tra f f i c  Cone 

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lampi ran    berupa    Akta   Notar i s   Safado  
Nugroho  Wid ia tmo,  S.H.     Nomor    05 
te r t angga l   13  Desember  1999 mengenai  
perubahan  Anggaran  Dasar  CV.  Ivan  Put ra  
( fo t ocopy  dar i  

Disclaimer
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fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- T-

2.B.

: Sura t  dar i  Di rek tu r  CV .  Margo  Karyo  Mulyo  

yang  di t u j u kan  kepada  Pok ja  Pani t i a  

Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dinas  Perhubungan  

Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  Kabupaten  Rejang  

Lebong  Nomor:  03/MKM/SP/VI I / 2011  tangga l  19 

Ju l i  2011  Per iha l  Penawaran  Peker j aan  

Pengadaan  dan  Pemasangan  Rambu- Rambu  Lalu  

Lin tas ,  Marka  Ja lan ,  Zebra  Cross  dan Tra f f i c  

Cone  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lampi ran  berupa  Akta  Notar i s  El ia  Her ian i ,  
S.H. ,  M.Kn Nomor:  27 tangga l  06 Agustus  
2009,  mengenai  Perubahan  Anggaran  Dasar  
Perseroan  Komandi te r  CV.  Margo Karyo  Mulyo  
( fo t ocopy  dar i  
fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

- T- 3 : Undang- undang  Nomor:  5  Tahun  1999  ten tang  

Larangan  Prak tek  Monopol i  dan  Persa ingan  

Usaha  Tidak  Sehat  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- T- 4 : Pengumuman Pemenang Pemi l i han  Langsung  Ulang  

dengan  Sampul  Pascakua l i f i k a s i  dar i  Pokja  

Pani t i a  Pengadaan  Barang/  Jasa  untuk  

Kegia tan  Pengadaan  dan Pemasangan  Rambu La lu  

Lin tas  dan  Marka  Ja lan  pada  Dinas  

Perhubungan  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s ,  p ihak  Pelawan juga  mengajukan  2 (dua)  orang  saks i  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  9 dar i  22 
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pada  pemer iksaan  pers i dangan  perkara  in i  

ya i t u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  SLAMET RIADY,  Tempat /Tangga l  Lah i r :  Curup  10  Oktober  

1976,  Jen is  Kelamin  lak i - lak i ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Tempat  Tingga l  Ja lan  Sudi rman    RT.  05/ I I    Ai r    Put ih  

Lama   Curup    Kabupaten  Rejang  Lebong,  Agama  Is l am,  

Peker j aan  Swasta  (Kont rak to r  CV.  IVAN 

PUTRA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s e b aga i  saksi ;

2.  HAMSAPARI,  S.T,  M.T. ,  Tempat /Tangga l  Lahi r :  Kepala  

Curup,  8  Maret  1974,  Jen is   Kelamin  lak i - lak i ,  

Kewarganegaraan    Indones ia ,  Tempat   Tingga l  Ja lan  Kel i g i  

RT/RW 001/002   No.  49  Kelu rahan  Batu  Gal ing  Kecamatan  

Curup  Tengah  Kabupaten  Rejang  Lebong,  Agama  Is l am,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (Kas i  Pembangunan  

Masyaraka t  Desa  pada  Kantor  Camat  Bel i t i  

I l i r ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s e baga i  saksi ;

Menimbang,  bahwa saks i - saks i  Pelawan te lah  member ikan  

kete rangan  dibawah  sumpah  dan  te l ah  member ikan  kete rangan  

yang  sebenarnya  t i dak  la i n  dar ipada  apa  yang  sebenarnya  

sebaga i  ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  SLAMET 

RIADY;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar  perusahaan  saks i  i ku t  sebaga i  peser ta  

le l ang  yang  di l aksanakan  oleh  Pihak  

Ter lawan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa benar  saks i  mengetahu i  bahwa ada pengumuman dar i  

Pihak  Ter lawan  bahwa le l ang  yang  diadakan  dinya takan  

gaga l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa benar  pada  awalnya  saks i  mengetahu i  bahwa  ada  

pengumuman  dar i  Pihak  Ter lawan  bahwa  le l ang  yang  

diadakan  dinya takan  gaga l  dar i  in f o rmas i  secara  l i s an  

dan akh i rnya  mel iha t  send i r i  ada pengumuman pele l angan  

gaga l  yang  t i dak  di tanda tangan i  o leh  Ketua  Pokja  

Pani t i a  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemer in tah  pada  

Dinas  Perhubungan  Komunikas i  dan In fo rmat i k a  Kabupaten  

Rejang  Lebong; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar  saks i   mel iha t  pengumuman  pele l angan  

gaga l ,  2  (dua)  har i  sete lah  diumumkan,  karena  t i dak  

ada  pember i t ahuan  dar i  p ihak  Ter lawan  secara  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  t i ndakan  saks i  te rhadap  adanya  pengumuman 

le l ang  gaga l  ada lah  menanyakan  kepada  Pihak  Ter lawan  

dan  dar i  Pihak  Ter lawan  menyatakan  bahwa hal  te rsebu t  

te lah  sesua i  prosedur ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  saks i  merasa  t i dak  puas  pele langan  t i ba -

t i ba  diba ta l kan  karena  b iaya  tender  yang  dike lua rkan  

t i dak  sed ik i t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  t i dak  sa lah  dua  perusahaan  memi l i k i  satu  

alamat  ; - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar ,  rekanan  be lum  berhak  untuk  mengajukan  

sanggahan  sete lah  pengumuman  pele langan  

gaga l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  upaya  yang  di l akukan  te rhadap  pele l angan  

gaga l  ada lah  melapor  bahwa  peser ta  merasa  

di rug i kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa benar  saks i   t i dak  melapor  bahwa  te lah  merasa  

di rug i kan  kepada  atasan  dar i  Pihak  

Ter lawan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  11 dar i  22 
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- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar  Pihak  Pelawan   pernah  dipangg i l  dan  

menghadap  ketua  ser ta  sekre ta r i s  pok ja  pani t i a   untuk  

k las i f i k a s i  dokumen  dan  sesua i  cek  l i s t  sudah  lu l us  

semua; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  HAMSAPARI,  S.T,  

M.T. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

 -   Bahwa benar  saks i  pernah  menjad i  Ketua  Pok ja  Pani t i a  

Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemer in tah  Pada  Dinas  

Perhubungan  Komunikas i  Dan  In fo rmat i ka  Kabupaten  

Rejang  

Lebong ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa benar  semua  alasan  mengundurkan  di r i  sebaga i  

Ketua  Pok ja  Pani t i a  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  

Pemer in tah  Pada  Dinas  Perhubungan  Komunikas i  Dan 

In fo rmat i k a  Kabupaten  Rejang  Lebong,  sudah  di tuangkan  

secara  te r t u l i s  da lam  sura t  

pernya taan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Bahwa  benar  alasan  saks i   mengundang  Pelawan  

untuk   melakukan        k la r i f i k a s i   keas l i an  dokumen 

ada lah  sete lah  eva luas i    admin is t r a s i ,   tekn i s   dan  

kua l i f i k a s i ,  Pelawan lah  yang  d ianggap  memenuhi  syara t  

untuk  d iusu l kan  sebaga i  pemenang 

le l ang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-    Bahwa  benar  saks i  t i dak  mengetahu i ,  sete lah  

pele l angan  gaga l  sudah  di l akukan  pe le l angan  

kembal i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

-   Bahwa benar  upaya  yang  dapat  d i l akukan  oleh  pihak  

yang  merasa  t i dak  setu ju  te rhadap  pele l angan  gaga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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ada lah  dengan  mengajukan  

pengaduan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  benar  saks i  t i dak  mengetahu i  kemana  pengaduan  

te rhadap  pele l angan  gaga l  dapat  

d ia jukan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  p ihak  Ter lawan  t i dak  mengajukan  

saks i  pada  pemer iksaan  pers i dangan  perkara  in i ,   walaupun  

te lah  dibe r i k an  kesempatan  secara  

cukup  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pihak  Pelawan  dan  Ter lawan  te lah  

mengajukan  kes impu lannya  masing- masing  te r t angga l  29  

November  2011  pada  pers idangan  har i  Selasa  tangga l  29  

November  2011,  se lengkapnya  sebaga imana  te rmuat  da lam acara  

pers i dangan  yang  merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

d ipe rs i dangan ,  te rmuat   lengkap   pada    Ber i t a    Acara  

Pers idangan  perkara  in i  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan  ura ian  putusan   perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  t i dak  ada  hal - ha l  yang  

dia j ukan  lag i  o leh  para   p ihak  dalam  perkara  in i ,  dan  

se lan ju t nya  mohon putusan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG PERTIMBANGAN 

HUKUM:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  13 dar i  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

per lawanan   Pelawan  ada lah  seper t i  te rsebu t  

d ia tas   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  sura t  gugatan  per lawanan  

te rsebu t   Pelawan  memohon kepada  pengad i l an  untuk  memutus  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Pelawan sebaga i  Pelawan yang  benar  

; - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l   Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bengku lu   Nomor:   10/G/2011 /PTUN- BKL,  

te r t angga l  13  September  2011  (mest i nya  tangga l  13  

Oktober  2011)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  pemer iksaan  a  quo 

di l an j u t kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  Objek  Sengketa  dalam 

gugatan  semula  

ada lah : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SURAT  PENGUMUMAN  PELELANGAN  GAGAL  Nomor  :  

21/PPPBJ/DIS .HKF.2011   yang  di te rb i t k an  tangga l  22  

Agustus  2011  oleh  POKJA PANITIA  PENGADAAN BARANG/JASA 

Dinas  Perhubungan  Komunikas i  dan  In fo rmat i k a  Kabupaten  

Rejang  Lebong  (Pra  Bukt i  Lampi ran  Gugatan  

awal )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penetapan  Dissmissa l  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  tangga l  13  Oktober  

2011  te rsebu t  menyatakan  Gugatan   Penggugat  (sekarang  

Pelawan)  t i dak  dapat  d i t e r ima ,  dengan  per t imbangan   pada  

pokoknya   bahwa  sesua i   dengan  maksud  keten tuan  pasa l   2  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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huru f   a    Undang- Undang   ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  objek   sengketa   te rsebu t    d ikecua l i k an   sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara   karena  merupakan  keputusan  

pendahu luan  yang  ber lan j u t  pada  kont rak    le l ang    yang  

merupakan    perbua tan  hukum  perda ta  o leh  pemer in tah ,  

seper t i   d imaksud    da lam   teo r i    melebur    ( oploos ing  

theory )  yang    d ipe rkua t    beberapa  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  (an ta ra    la i n    Putusan  Nomor:  

189  K/TUN/2007  tangga l  29 Januar i  2009,  No.  316  K.TUN/2007  

tangga l    18   Januar i  2008  dan  No.  448  K/TUN/2007  tangga l  

22  September  2008)  ha l  demik ian  te rmasuk  ruang  l i ngkup  

perda ta  yang  t i dak  menjad i  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  

mengadi l i n ya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Pelawan  dalam  gugatan  

per lawanannya  mendal i l k an  pada pokoknya  bahwa Pelawan t i dak  

sependapat  dengan  per t imbangan    Penetapan    Ketua  

Pengad i l an    Tata     Usaha  Negara   te r sebu t   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l  gugatan  per lawanan   Pelawan  

te rsebu t  te lah  d iban tah  oleh  Ter lawan  dalam  tanggapan  

te r t u l i s n ya  tangga l  17  November  2011  dan  kes impu lan  

te r t u l i s  tangga l  29  November  2011,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  Ter lawan  te tap  berpendapat  sama  dengan  dal i l  

Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

tangga l  13  Oktober  2011 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  masalah  pokok  yang  

harus  dibuk t i k an  dalam  sengke ta  per lawanan  in i  ada lah  :  

Apakah  Objek  Sengketa  aquo  te rmasuk    Keputusan  Tata  Usaha  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  15 dar i  22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Negara  yang  d ikecua l i k an  o leh  keten tuan  pasa l  2  huru f  a 

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  atau  

bukan  ?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  menjawab  per tanyaan  pokok  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  memper t imbangkan  

prosedur  fo rma l  mengajukan  gugatan  per lawanan  seper t i  yang  

di t en tukan  dalam  pasa l  62  ayat  (3 )  huru f  a  Undang- Undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  pada  pokoknya  menentukan  

bahwa  te rhadap  penetapan  dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara   dapat  d ia jukan  per lawanan  kepada  Pengadi l an  

dalam  tenggang  waktu  14  har i  sete lah  

diucapkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Bengku lu   te r sebu t    d iucapkan    tangga l    13  

Oktober  2011,  sedangkan  gugatan    Per lawanan    in i  

d ida f t a r kan    d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara   Bengku lu  tangga l   25  Oktober  2011  atau  dalam 

tenggang  waktu    12   har i    se jak    penetapan    te rsebu t  

d iucapkan ,  seh ingga  masih  da lam   tenggang    waktu    yang  

di t en tukan    pasa l   62  ayat  (3 )  huru f  a  te rsebu t ,  dengan  

demik ian    gugatan  per lawanan  in i  te l ah  memenuhi  syara t  

fo rmi l  seh ingga  Maje l i s  Hakim  dapat  d ipe r t imbangkan  

substans inya  yang  re levan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim melakukan  

pengu j i an  ( toe t s i ng )  dengan  per t imbangan   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pasa l  2  Undang- Undang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  menentukan  :  “T idak  te rmasuk  

dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara   menuru t  

Undang- undang   in i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbua tan  

hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Dst…s/d  huru f   g 

“ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pen je lasan  pasa l  te rsebu t  

menegaskan  bahwa  pasa l  in i  mengatu r  pembatasan  te rhadap  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  te rmasuk  dalam  ruang  

l i ngkup  kompetens i  mengadi l i  dar i  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  pembatasan  in i  d iadakan  oleh  karena  ada  beberapa  

jen i s  Keputusan  karena  s i f a t  atau  maksudnya  memang t i dak  

dapat  d igo longkan  dalam  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  menuru t  Undang- Undang   in i ,  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  merupakan  perbua tan  hukum  perda ta ,  misa lnya  

jua l  be l i  yang  di l akukan  anta ra  ins tans i  pemer in tah  dan  

perseorangan  yang  didasarkan  pada  keten tuan  hukum 

perda ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  b i l a  dice rmat i  s i f a t  dan  maksud  

dar i  Pele langan  Barang /Jasa  pemer in tah  yang  d idahu lu i  

dengan pengumuman rencana  le l ang  dan disusu l  penawaran  dar i  

peser ta  le l ang ,  sudah  past i  d imaksudkan  untuk  pengadaan  

barang  inven ta r i s  mi l i k  pemer in tah  dengan  maksud  membel i  

dengan  cara  le l ang  menggunakan  uang  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  

karena  le l ang  ada lah    merupakan    sa lah   satu  bentuk  dar i  

jua l  be l i  yang  berada  dalam  l i ngkup    hukum   perda ta ,  

maka   te rbuk t i  bahwa  Objek  Sengketa   gugatan  awal  

d ikecua l i k an  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  
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sebaga imana  dimaksud    keten tuan    pasa l    2    huru f  a  

Undang- Undang Perad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t ,  ha l  in i  

se ja l an  pula  dengan  yur i sp rudens i  te tap  Mahkamah  Agung  

Republ i k  Indones ia  seper t i  beberapa  dian ta ranya  seper t i  

te rcan tum    da lam    per t imbangan    Penetapan  Dismissa l  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  te rsebu t  yang  

pada pokoknya  menggar i skan  ka idah    hukum   bahwa perbua tan  

le l ang  merupakan  suatu  rangka ian  perbuatan  yang  bers i f a t  

keperda taan  yang  bukan  merupakan  obyek  sengketa  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  dengan  demik ian  dal i l  pe lawan  yang  

menyatakan  Objek  Sengketa  te l ah  memenuhi  syara t  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  kewenangan  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te lah  

te rban tahkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Pelawan  dalam  gugatan  

per lawanannya  juga  mendal i l k an    bahwa    penerb i t an  

le l ang    gaga l  o leh  Ter lawan  ada lah  proses  admin is t r a s i  

sep ihak  tanpa  mel iba t kan  peser ta ,  proses  perda ta  baru  

dimula i  ket i ka   sudah    ada    per jan j i a n    pemborongan,  

menuru t  Maje l i s  Hakim  dal i l  Pelawan    in i    ke l i r u ,  

karena    dar i  awal  se jak  Ter lawan  mengumumkan  rencana  

pengadaan    barang  dan  disambut  oleh   para  rekanan  pemina t  

dengan    memasukan    dokumen    sura t   penawaran ,  proses  

le l ang  i t u  bukan  lag i    sekedar    perbua tan    admin is t r a s i  

sep ihak    mela inkan  dua  p ihak  (berseg i  dua)  sebaga i  sa lah  

satu  c i r i    perbua tan  perda ta ,  proses  admin is t r a s i  yang  

di l akukan  Ter lawan    te l ah    menyatu  dan  melebur  da lam 

perbua tan  hukum  perda ta  te rsebu t  seper t i  yang  dikena l  

dengan  teo r i  melebur   (op loos i ng  theory )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d isamping  i t u  bi l a  mengacu  kepada  

penger t i an  pele langan /pengadaan  barang  dan  jasa  menuru t  

pasa l  1  angka  1  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  
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Nomor:  54  Tahun  2010  ten tang  Pengadaan  Barang /Jasa  

Pemer in tah ,  bahwa yang  dimaksud  dengan  pele l angan /pengadaan  

barang  dan  jasa  ada lah  merupakan  rangka ian  proses  dar i  

perencanaan  kebutuhan  sampai  d ise lesa i kannya  se lu ruh  

keg ia tan  untuk  mempero leh  barang  dan  jasa ,  dengan  demik ian  

t i dak  mungkin  dipengga l - pengga l  proses  perda tanya  hanya  

mula i  dar i  per jan j i a n  seper t i  da l i l  Pelawan,  karena  hal  i t u  

merupakan  satu  kesatuan  yang  

utuh ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Pelawan  juga  mendal i l k an   bahwa 

Penetapan  Dissmisa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bengku lu  te rsebu t  sama seka l i  t i dak  mempert imbangkan  dan  

menguj i  apakah  Objek  Sengketa  te rsebu t  melanggar  Pera tu ran  

perundang- undangan  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  (AAUPB)  atau  t i dak ,  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim dal i l  

Pelawan  in i  leb ih  ke l i r u  lag i ,  karena  dalam  proses  

dismissa l  t i dak  mungk in  Ketua  Pengad i l an  mempert imbangkan  

pokok  perkara  yang  be lum  pernah  dipe r i k sa ,  karena  Ketua  

t i dak  dalam  kapas i t as  dan  kewenangan  untuk  i t u ,  pasa l  62  

Undang- Undang   Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   member ikan  

kewenangan  kepada  Ketua    untuk  menolak  memer iksa  pokok  

gugatan  yang  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  wewenang  

pengad i l an ,  pokok  perkara  suatu  gugatan   hanya  diper i k sa  

bi l a  gugatan  te rsebu t  lo l os  dismissa l  

proses   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  per l u  di j e l a s kan  d is i n i  bahwa 

secara  f i l o so f i s  d ismissa l  proses  i t u  ada lah  kewenangan  

Ketua  Pengad i l an  yang  dibe r i k an  o leh  Undang- Undang   untuk  

menyar ing  gugatan  yang  masuk,  sar i ngan  in i  d imaksudkan  

untuk  menghindarkan  kerug ian  yang  t i dak  per lu  bag i  para  

pihak ,  sebaga imana  dike tahu i  berperka ra  d i  Pengadi l an  

memer lukan  waktu ,  tenaga ,  b iaya  dan  pik i r an  ser ta  
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kete ramp i l an  beracara  yang  re la t i f  mahal ,  b i l a  dar i  awal  

masuk  sa ja  sudah  dapat  d ipas t i k an  Penggugat  akan  ka lah  

( t i d ak  ada  peluang  menang  sed ik i t p un )  untuk  apa  s idang  

ber lama- lama  dengan  sega la  res i ko  dan  berbaga i  kerug ian  

te rsebu t ,  toh  has i l nya  sama sa ja  keka lahan  te tap  dip i hak  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  pandangan  f i l o so f i s  te rsebu t  

mest inya  para  pihak  bersyukur  karena  dengan  dismissa l  

proses  te rsebu t  te l ah  te rh i nda r  dar i  berbaga i  kerug ian  yang  

t i dak  per lu  te rsebu t ,  apa lag i  j i ka  menginga t  le l ang  in i  

yang  te r i k a t  dengan  anggaran  yang  tahun  anggarannya  hampi r  

berakh i r  ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim,  

memang  gugatan  awal   dar i  Penggugat  (sekarang  Pelawan)  

t i dak  ada  peluang  menang  sed ik i t pun ,  karena  gugatan  i t u  

banyak  ke lemahannya  b i l a  di t i n j a u  dar i  beberapa  seg i ,  

anta ra  

la i n  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Gugatan   prematu re   kurang  objek  ( minus  in  ob jec to )  

dan  kurang   p ihak    (minus  in  sab jec to )  

dan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dapat  menimbulkan  kompl i kas i  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3. Demi  kepent i ngan  

umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.  1.   Gugatan  prematur ,  kurang  objek   (minus  in  objecto )   

dan  kurang  pihak    (minus   in  sabjecto )   
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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  pasa l  48  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara   yang  pada  

pokoknya  menentukan  bahwa bi l a  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsed ia  ja l u r  penye lesa ian  secara  

admin is t r a t i f ,  maka se lu ruh  ja l u r  i t u  harus  di tempuh  

te r l eb i h  dahu lu  sebe lum  mengajukan  gugatan  ke  

pengad i l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  

117  Pera tu ran    Pres iden    Republ i k  Indones ia  Nomor.  

54  tahun  2010  ten tang  Pengadaan  Barang/Jasa  

Pemer in tah ,  dengan  te rb i t n ya  Pengumuman  Le lang  gaga l  

o leh  Ter lawan,  Pelawan  mest i  mengi r imkan   sura t  

Pengaduan  kepada  APIP  dan  atau  LKPP (da lam  ha l  in i  

Inspek to ra t    Kabupaten    Rejang   Lebong) ,  da lam 

kasus  in i  Pelawan    pada    tangga l    07  September  

2011  sudah  mengi r imkan  Sura t   Pengaduan   dimaksud  

(Buk t i  P- 4)  ha l  in i  d ipe rkua t  o leh  kete rangan    saks i  

pe lawan    masing- masing    atas  nama Slamet  Riady  dan  

Hamsapar i ,  ST. ,  MT dalam kete rangannya  dibawah sumpah 

didepan  pers i dangan ,  namun  be lum  atau  t i dak  ada  

tanggapan  dar i  Inspek to ra t  te r sebu t  sampai  saat  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  s ikap  diam  Inspek to ra t  

Kabupaten  Rejang  Lebong    te rsebu t    ada    beberapa  

kemungk inan ,   d ian ta ranya  mungkin    pengaduan  t i dak  

bera lasan  seper t i  maksud pasa l  117 ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pres iden   Republ i k  Indones ia  Nomor:  54  Tahun  2010  

atau    sebab    la i n ,    b i l a   Pelawan  t i dak  puas  

dengan  s ikap  diam  te rsebu t    mest inya   Pelawan  

konsekwen  dengan  upaya  admin is t r a t i f n y a ,  berdasarkan  
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keten tuan  pasa l  3  Undang- Undang   Perad i l an    Tata  

Usaha    Negara ,   s ikap   d iam  atau  keputusan  

f i k t i f / n e ga t i f   i t u   juga  harus   d iguga t  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Bengku lu ,  sete lah  

memenuhi  tenggang  waktunya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena  te rbuk t i  yang  di j ad i kan  

Objek  Gugatan  Pelawan  ada lah  hanya  Pengumuman Le lang  

Gagal  yang  di t e r b i t k an  Ter lawan,  sedangkan  

permasa lahannya  sudah  naik  ke  Inspek to ra t ,  te rbuk t i  

pu la  bahwa  gugatannya  prematu r  karena  proses  

admin is t r a t i f n y a  be lum  tun tas ,  dan  disamping  i t u  

te rnya ta  te rbuk t i  pu la  gugatannya  kurang  objek  ( minus  

in  ob jec to )  karena  s ikap  d iam  Inspek to ra t  te rsebu t  

juga  harus  diguga t ,   seka l i gus  juga  gugatan  kurang  

pihak  ( minus  in  sab jec to )  karena  yang  diguga t  

mest inya  bukan  hanya  Ter lawan   mela inkan  juga  Kepala  

Inspek to ra t  Kabupaten  Rejang  

Lebong  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  sa lah  satu  alasan  te rsebu t  

( prematu re ,  minus  in  ob jec to  atau  minus  in  sab jec to )  

dapat  pu la  di j ad i kan  alasan  hukum menyatakan  gugatan  

t i dak  

di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.  2.    Dapat  menimbulkan  kompl ikas i  hukum 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  kasus  in i  sete lah  

Ter lawan  menyatakan  le l ang  gaga l ,  te lah  di l akukan  

le l ang  ulang  dan  te lah  di te t apkan  pemenangnya  (Buk t i  

T- 4) ,  proses  le l ang  ulang  in i  t i dak  mungkin  dicegah  

pengad i l an  karena  Pelawan  t i dak  pernah  memohonkan  

penundaan  ( skors i ng )  Objek  Sengketa  berdasarkan  

Disclaimer
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keten tuan  pasa l  67  Undang- Undang   Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  seanda inya  d imohonkan  pun t i dak  mungk in  

dikabu l kan  pengad i l an  karena  te rbuk t i  pe luang  menang 

Pelawan  t i dak  ada  dan  skors i ng  i t u  akan   merug ikan  

kepent i ngan  umum menginga t  rambu  la l u  l i n t a s ,  marka  

ja l an ,  zebra  cross  dan  t ra f f i c o nes  te rsebu t  sangat  

v i t a l  bag i  kese lamatan  umum dalam  ber la l u  l i n t a s ,  

apa lag i  tahun  anggaran  segera  

berakh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  seanda inya  pokok  perkara  

dipe r i k sapun  pokok  gugatan  t i dak  mungk in  d ikabu l kan  

karena  te l ah  ada  CV.  Manggala  Utama sebaga i  pemenang  

le l ang  se jak  tangga l  3  November  2011  (Buk t i  T- 4)  

sura t  pengumuman  pemenang  i t u  sah  menuru t  hukum 

karena  t i dak  pernah  dipe rmasa lahkan  secara  hukum oleh  

Pelawan,   seanda inya   gugatan  Pelawan d ikabu l kan  akan  

t imbu l  kompl i kas i  hukum,   Pelawan  dan  CV.  Manggala  

utama  akan  sama- sama  merasa  yang  pal i ng  berhak  

sebaga i  pemenang,  baga imana  eksekus inya  ?,  s iapa  yang  

pal i ng  berhak  melakukan  peker j aan  i t u  ? bi l a  pemenang  

diba ta l kan  g i l i r a n  CV.  Manggala  Utama  yang  akan  

menggugat  Ter lawan,  seh ingga  masalahnya  t i dak  

se lesa i - se lesa i ,  ber la ru t - la ru t  sementara  tahun  

anggaran  hampi r  hab is ,  yang  pada  gi l i r a nnya  

kepent i ngan  umum  juga  yang  akan  

di rug i kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  seanda inya  pokok  perkara  

dipe r i k sa  pokok  gugatan  t i dak  mungkin  dikabu l kan  

karena  Pelawan memi l i k i  banyak  perusahaan  dian ta ranya  

CV.  Margo  Karyo  Mulyo  dan  CV.  Ivan  Put ra ,  dengan  

iden t i t a s  dan  alamat  yang  sama,  dengan  pengurus  yang  

pernah  sama  dalam  jaba tan  rangkap ,  bergerak  pada  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  23 dar i  22 
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lapangan  usaha  yang  sama dan  beker j asama  memenangkan  

pele l angan  pada  ins tans i  Ter lawan,  berpo tens i  

melanggar  keten tuan  prak tek  monopol i  dan  persa ingan  

usaha  t i dak  sehat  seper t i  yang  dimaksud  Undang- undang  

Nomor:  5  Tahun  1999  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -      

Menimbang,  bahwa disamping  i t u  le l ang  gaga l  ada  

dasar  hukumnya  dan  d imungk inkan  dalam  Pasa l  83  

Pera tu ran  Pres iden  Republ i k   Indones ia   Nomor:  54  

Tahun  2010  sebaga i  sa lah  satu  t i ndakan  hukum sebe lum 

proses  le l ang  ulang ,  dan  semua  rekanan  te rmasuk  

Pelawan  berkesempatan  menggunakan  haknya  menjad i  

peser ta  le l ang  ulang ,  walaupun  hak  in i  te rnya ta  t i dak  

digunakan  

Pelawan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ad.  3.   Demi  kepent ingan  

umum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  maksud  keten tuan  

pasa l  49  ayat  (2 )  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  pengad i l an  t i dak  berwenang  memer iksa  gugatan  

Pelawan  karena  objek  gugatan  d i t e rb i t k an  Ter lawan  

dalam  keadaan  mendesak  (wak tu  tahun  anggaran  hampi r  

hab is )  dan demi  kepent i ngan  umum menginga t  pent i ngnya  

rambu  la l u  l i n t a s ,  marka  ja l an ,  zebra  cross  dan  

t ra f f i c o nes  bag i  masyaraka t  yang  ber la l u  l i n t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d i l i n gkungan  pemer in tahan  dikena l  

asas   manfaat  yang  ber laku  unive rsa l ,  d imana  te rhadap  

tun tu tan  seseorang  te rhadap  t i ndakan  pemer in tah  yang  

bermanfaa t  untuk  kepent i ngan  umum dih inda rkan  juga  jangan  

Disclaimer
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sampai  tun tu tan   seseorang  merug ikan  kepent i ngan  umum dan  

pembangunan   karena  i t u  anta ra  kepent i ngan  pr ibad i ,  

masyaraka t  dan  pembangunan  harus  ber j a l an  secara  seras i ,  

se la ras  dan 

se imbang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  per lawanan  te rsebu t  

t i dak  re levan  lag i  te rhadap  proyek  yang  hampi r  se lesa i  

untuk  kepent i ngan  umum,  gugatan  te rsebu t  juga  harus  t i dak  

di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  sek ian  banyak  a lasan  hukum 

untuk  menyatakan  gugatan  Pelawan  t i dak  d i t e r ima ,  alasan  

pasa l  2  a   Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

di t e rapkan  Penetapan  Dismissa l  Ketua  te rsebu t  leb ih  kuat ,  

karena  i t u  Maje l i s  Hakim  sependapat  dengan  per t imbangan  

hukum  Penetapan  Dismissa l  Ketua  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  beberapa  dal i l  Pelawan  yang  re levan  untuk  

dipe r t imbangkan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dal i l  Pelawan  yang  menyatakan  bahwa 

gugatannya  ke  Pengad i l an  Neger i   akan  di to l ak  juga  dan  

kemana  Pelawan  mencar i  kead i l an ,  menuru t  Maje l i s  Hakim 

dal i l  Pelawan  te rsebu t  t i dak  dise r t a i  bukt i  dan  hanya  

berupa  asumsi  be laka ,  dar i  mana  Pelawan  tahu  bi l a  

gugatannya  akan  di t o l a k  di  Pengad i l an  Neger i  karena  Pelawan  

belum  pernah  mengajukannya  ke  Pengad i l an  

Neger i   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pelawan  yang  mempermasa lahkan  Akta  

Notar i s  ten tang   Anggaran    Dasar /Perubahan    Anggaran  

Putusan  Nomor:  10/G.PLW/2011/PTUN- BKL hal .  25 dar i  22 
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Dasar  mi l i knya  yang  dipe ro leh  oleh  Ter lawan,  padaha l  

Pelawan merasa  t i dak  pernah  menyerahkannya ,  menuru t  Maje l i s  

Hakim  hal  in i  t i dak  per lu  dipe rsoa l kan ,  karena  da lam 

beker j a  banyak  cara  untuk  mempero leh  data  dan masukan die ra  

tekno log i  sekarang  in i ,  da lam  perkara  Nomor:  

11/G.PLW/2011/PTUN- BKL Pelawan  juga  banyak  mempero leh  data  

PT la i n  (PT.  Karya  Mul t i  Mandi r i )  tanpa  minta  i j i n  yang  

bersangku tan  karena  Pelawan  dapat  mengaksesnya   v ia  

in t e rne t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dal i l  Pelawan  ber i ku tnya   mengut ip  

keten tuan  pasa l  16  ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor:  4  Tahun  

2004  yang  menentukan  bahwa pengad i l an  t i dak  bo leh  menolak  

untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  suatu  perkara  dengan 

alasan  hukum t idak  ada  atau  kurang  je las ,  mela inkan  waj i b  

memer iksanya   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa menuru t  Maje l i s  Hakim pelawan  te l ah  

sa lah  memahami   pasa l   te rsebu t ,   seo lah - o lah    kasusnya  

sama dengan  yang  d ia l ami   Pelawan,   da lam  pasa l  te rsebu t  

maksud  menolak  memer iksa  d is i n i  t i dak  sama dengan  proses  

dismissa l  ( i s t i l a h nya  t i dak  d i t e r ima  atau  t i dak  berdasar ) ,  

d isamping  i t u  yang  t i dak  boleh  di to l ak  perkara  i t u  ada lah  

dengan alasan  hukumnya t i dak  ada atau  kurang  je l as ,  padaha l  

da lam  kasus  in i  hukumnya  sudah  je l as  da lam  pasa l - pasa l  

Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  Pera tu ran  

Pres iden  Republ i k  Indones ia   Nomor:  54  Tahun  2010,  b i l a  

atu ran  hukum  yang  je l as  i t u  mengharuskan  gugatan  t i dak  

di t e r ima  da lam  proses  dismissa l  ten tu  t i dak  mungk in  bisa  

dis impang i  seper t i  kemauan 

Pelawan   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  dismissa l   proses   adalah  sa lah  

satu  bentuk  proses  dalam  rangka  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

Disclaimer
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memutus  perkara  d i  Perad i l an  Tata   Usaha   Negara ,   jad i  

ke l i r u   b i l a    pe lawan  beranggapan  dengan  t i dak  lo l os  

dismissa l   merasa   perkaranya   t i dak   d ipe r i k sa   atau  

diad i l i  ser ta  

dipu tus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d isamping  i t u  pasa l - pasa l  yang  

diku t i p  Pelawan  dar i  Undang- undang  Nomor.  4 Tahun  2004  i t u  

ada lah  atu ran  umum bag i  semua  l i ngkungan  perad i l an  ( lex  

genera l i s ) ,  sedangkan  sebaga i  pengad i l an  khusus  keten tuan  

Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   adalah  atu ran  

khusus  ( lex  spec ia l i s )  yang  bisa  sa ja  menyimpang  dar i  

atu ran  umum,  seanda inya  te r j ad i  perbedaan  ka idah  anta ra  

atu ran  umum dengan  aturan  khusus  maka yang  ber laku  adalah  

atu ran  khusus ,  sesua i  dengan  adag ium  hukum yang  ber laku  

secara  unive rsa l  d ise lu r uh  dun ia  yang  dikena l  dengan  “ Lex  

spec ia l i s  deroga te  lex  genera l i s ”  yang  ar t i n ya  atu ran  hukum 

khusus  mengalahkan  atu ran  hukum  umum,  ka idah  in i  juga  

ber laku  d i  dunia  medis  b i l a  te r j ad i  perbedaan  ana l i s i s  

anta ra  dokte r  umum dengan  dokte r  spec ia l i s ,  maka ana l i s i s  

dokte r  spes ia l i s l a h  yang  

dipaka i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa d isamping  i t u  memang dalam pasa l  28  

ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor:  4  Tahun  2004  hak im  waj ib  

menggal i ,  mengiku t i ,  memahami  ni l a i - n i l a i  hukum dan  rasa  

kead i l an  yang  hidup  da lam  masyaraka t ,  namun  yang  harus  

di i nga t  bahwa  yang  te r l eb i h  dahu lu  diga l i ,  d i i ku t i  dan  

dipahami   i t u   ada lah   hukum  te r t u l i s  da lam  pera tu ran  

perundang- undangan,  bi l a  t i dak  ada  atau  t i dak  je l as  da lam 

hukum  te r t u l i s  baru  diga l i  da lam  hukum  t i dak  te r t u l i s  

seper t i  hukum adat  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  (AAUPB),  jad i  pr io r i t a s  te tap  hukum te r t u l i s  du lu ,  
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in i l a h  pr ins i p  utama Negara  Civ i l  Law yang  menjad i  k ib l a t  

hukum 

Indones ia  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dal i l - da l i l  Pelawan se leb ihnya  t i dak  

per lu  dipe r t imbangkan   karena   t i dak   re levan  dan  sudah  

masuk  kepada  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa dar i  berbaga i  per t imbangan  te rsebu t ,  

te lah  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan ,  bahwa Penetapan  

Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  

tangga l  13 Oktober  2011 te rsebu t  berdasarkan  hukum seh ingga  

cukup  alasan  hukum untuk  mempertahankannya  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa akh i rnya  Maje l i s  Hakim sampai  kepada  

kes impu lan  bahwa dal i l  gugatan  per lawanan   Pelawan te rsebu t  

t i dak  te rbuk t i  dan  t i dak  dapat  d ibenarkan  secara  hukum,  

seh ingga   Pelawan  harus  dinya takan  sebaga i  pe lawan  yang  

t i dak  benar ,  seh ingga  cukup  alasan  hukum  untuk  menolak  

gugatan  per lawanan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa karena    Pelawan ada lah  pelawan  yang  

t i dak  benar  secara  hukum,  maka  sesua i  dengan  maksud  

keten tuan  pasa l  62  ayat  (6 )  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  pemer iksaan  pokok  perkara  dalam perkara  Nomor  

:  10/G/2011 /PTUN- BKL  harus  dihen t i k an  dan  t i dak  dapat  

d igunakan  ja l u r  upaya  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  Pelawan  berada  pada  pihak  

yang  dika lahkan ,  maka  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  110  

Undang- Undang   Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  d ibebankan  

membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  seper t i  te rcan tum  

Disclaimer
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dalam amar  putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  banyak  hal  te rdapa t  banyak  

kesamaan  Per t imbangan  hukum  in i  dengan  perkara  Nomor:  

11/G.PLW/2011/PTUN- BKL,  karena  dar i  semula  memang dia jukan  

oleh  pihak  yang  di rek tu r nya  sama,  da l i l  yang  sama  dan  

sebaga inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  keten tuan   pasa l  2  huru f  a,  pasa l  48  

dan  pasa l  62   Undang- undang  Nomor:  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  beberapa  ka l i  

d iubah  te rakh i r  dengan Undang- undang Nomor:   51 Tahun 2009,  

Pera tu ran  Pres iden   Republ i k  Indones ia  Nomor:   54  Tahun  

2010   ten tang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemer in tah  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

te rka i t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M E N G A D I  L 

I    : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Menolak  Gugatan  Per lawanan  Pelawan  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan    Pelawan   adalah   Pelawan   yang   t i dak  

benar    menuru t   hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Bengku lu  tangga l      13         Oktober   2011  

Nomor:  10/G/2011 /PTUN- BKL    tepa t  dan   benar  menuru t  

hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4.  Menghukum Pelawan  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  
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34.000 ,00  ( t i ga  puluh  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tus  dalam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bengku lu   pada har i  RABU 

tangga l  30  November   2011,  o leh  kami  H.  MUSTAMAR, S.H. ,  

M.H.  Waki l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bengku lu  

se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  bersama- sama  dengan  SANTI  

OCTAVIA,  S.H. ,  M.Kn  dan  LUTHFIE  ARDHIAN,  S.H.  masing-

masing  se laku  Hakim Anggota ,  putusan  mana dibacakan    pada  

s idang    yang   te rbuka  untuk  umum pada  har i  KAMIS  tangga l  

1   Desember    2011    o leh    Maje l i s    Hakim    te rsebu t  

dengan diban tu  oleh    RAHMA   KURNIA   FITRI ,    S.H. ,   M.H.  

Pani te ra  Penggant i   Pengad i l an  Tata    Usaha    Negara  

Bengku lu    dengan  dihad i r i  o leh   Pelawan  dan   Ter lawan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anggota - Anggota ,  

Ketua  Maje l i s ,

SANTI  OCTAVIA,  SH. ,  M.Kn                            H.  

MUSTAMAR, SH. ,  M.H.

LUTHFIE ARDHIAN,  S.H.

                                                  Pani te ra  

Penggant i ,
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    RAHMA KURNIA FITRI ,  S.H. ,   M.H.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1.  Panggi l an :  Rp.  20.000 ,00
2.  Redaks i :  Rp.    5.000 ,00
3.  Matera i :  Rp.    6.000 ,00
4.  Leges :  Rp.    3.000 ,00

    JUMLAH :  Rp.  34.000 ,00  
                                         (T iga  pu luh  

empat  r i bu  rup iah )
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